
 

Article info 

Received 10 Desember 2025 

Revised 16 Desember 2025 

Accepted 21 Desember 2025 

mohainuly1@gmail.com  

Copyright@2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif 

 

Integrasi Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) 

dan Maqashid Shariah dalam Manajemen Pembiayaan Bank 

Syariah 

 
Moh Ainul Yaqin1*, Mugiyati2* 

1* Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, Indonesia 
2* Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, Indonesia 

 1*mohainuly1@gmail.com, 2*mugiyati@uinsa.ac.id 

 

Abstract 

This study analyzes the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) in 

Islamic financial institutions (IFIs) and initiates the role of maqāṣid al-syarī’ah as an 

ethical foundation and conceptual framework for strengthening cessation practices in the 

Islamic finance sector. This study also identifies the challenges and opportunities of ESG 

implementation strategies in the Indonesian context. Using a library research method 

with a narrative literature observation approach and a systematic search protocol, data 

was obtained from international journals, OJK and IFSB reports, regulatory documents, 

and Islamic bank mutation reports. Thematic analysis was used to map the patterns and 

contextual relationships that emerged. The results of the study show three main findings. 

First, the implementation of ESG in Islamic financial institutions has increased rapidly 

after 2020, triggered by regulations, market demands, and the preferences of the younger 

generation for ethical institutions, with empirical evidence that ESG scores are positively 

related to the stability and efficiency of Islamic banks. Second, maqāṣid al-syarī’ah has 

a strong alignment with ESG principles, but ESG indicators do not fully capture maqāṣid 

values, requiring the development of Sharia-oriented metrics. Third, there is a gap 

between regulations and implementation capacity due to low Sharia literacy, 

infrastructure limitations, and competitive pressures. The study concludes that the 

integration of ESG–maqāṣid has the potential to strengthen the desire and 

competitiveness of Islamic financial institutions, but its success requires maqāṣid-driven 

indicators, stronger governance, increased institutional capacity, and policy 

harmonization. 

Keywords: Sharia ESG; Maqāṣid al-Syarī'ah; LKS; Sustainable Finance; Sharia 

Governance. 

 

Abstrak 

Penelitian ini menganalisis integrasi Environmental, Social, and Governance (ESG) 

dalam lembaga keuangan syariah (LKS) serta memulai peran maqāṣid al-syarī’ah sebagai 

landasan etis dan kerangka konseptualisasi bagi penguatan praktik penghentian di sektor 

keuangan Islam. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang strategi penerapan 

ESG dalam konteks Indonesia. Menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan 

pendekatan observasi literatur naratif dan protokol pencarian sistematis, data yang 

diperoleh dari jurnal internasional, laporan OJK dan IFSB, dokumen regulasi, serta 

laporan mutasi bank syariah. Analisis tematik digunakan untuk memetakan pola dan 

hubungan kontekstual yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. 
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Pertama, penerapan ESG pada LKS meningkat pesat pasca-2020, dipicu oleh regulasi, 

tuntutan pasar, dan preferensi generasi muda terhadap institusi beretika, dengan bukti 

empiris bahwa skor ESG berhubungan positif dengan stabilitas dan efisiensi bank syariah. 

Kedua, maqāṣid al-syarī’ah memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip ESG, namun 

indikator ESG yang belum sepenuhnya menangkap nilai maqāṣid sehingga diperlukan 

pengembangan metrik yang berorientasi syariah. Ketiga, terdapat kesenjangan antara 

regulasi dan kapasitas implementasi akibat rendahnya literasi syariah, keterbatasan 

infrastruktur, dan tekanan kompetitif. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi ESG–

maqāṣid berpotensi memperkuat keinginan dan daya saing LKS, namun keberhasilannya 

memerlukan indikator maqāṣid-driven, tata kelola yang lebih kuat, peningkatan kapasitas 

institusional, dan harmonisasi kebijakan. 

Kata Kunci: ESG Syariah; Maqāṣid al-Syarī’ah; LKS; Keuangan Berkelanjutan; Tata 

Kelola Syariah. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan signifikan dalam komposisi kelembagaan dan akses publik, 

namun pencapaian-capaian tersebut belum diiringi oleh prinsip integrasi yang konsisten 

pada praktik manajemen pembiayaan. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan ringkasan laporan industri, pada tahun 2024 jumlah entitas perbankan syariah 

yang beroperasi tercatat dalam belasan bank umum syariah ditambah unit usaha syariah, 

dengan dominasi beberapa bank besar yang mengakselerasi layanan penetrasi syariah di 

pasar domestik (Lestari, 2025; Siyamto, 2025). 

Secara kuantitatif, perhatian regulator terhadap aspek pelaporan dan tata kelola izin 

diarahkan pada tingkat kepatuhan izin yang relatif tinggi indikator administrasi yang 

menunjukkan kesadaran pelaku industri formal terhadap kewajiban transparansi. OJK 

melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan yang mencapai delapan puluh persen untuk 

lembaga jasa keuangan yang diwajibkan, meskipun angka kepatuhan administratif ini 

belum secara otomatis menjamin kedalaman kualitas pelaporan pada tingkat praktik 

operasional (Harling et al., 2023; Kaufmann & Weber, 2010). 

Di sisi lain, alokasi pembiayaan yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai 

pembiayaan hijau/berkelanjutan masih berproporsi kecil terhadap keseluruhan portofolio 

perbankan nasional, meskipun nominalnya telah tumbuh hingga ratusan triliun rupiah. 

Laporan kuantitatif yang menyebutkan penyaluran pembiayaan hijau pada tahun 2024 

berada pada level yang material secara jumlah absolut, namun masih relatif terbatas bila 

dikaitkan dengan kebutuhan transisi ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara niat regulatif dan praktik penyaluran pembiayaan yang benar-

benar terintegrasi dengan tujuan lingkungan dan sosial (Kartiko et al., 2024; Reddy et al., 

2025; Sharma & Jain, 2024) 

Dalam ranah dan praktik akademik, dua kerangka konsep utama yang relevan 

Environmental, Social, and Governance (ESG) dan maqāṣid al-sharī’ah telah 

berkembang secara paralel dan intensif sejak awal dekade ini. Literatur ESG banyak 

membahas mekanisme pengukuran dampak lingkungan, tata kelola, serta korelasinya 

dengan kinerja finansial dan ekspektasi investor, sementara kajian maqāṣid menekankan 

tujuan-tujuan syariah sebagai landasan normatif transaksi ekonomi, termasuk aspek 

perlindungan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kedua tradisi pemikiran ini menawarkan 

titik temu yang potensial, tetapi hingga kini diskusi akademik cenderung memisahkan 

ranah normatif (maqāṣid) dan teknik pengukuran modern (ESG) tanpa menghasilkan alat 

pengukuran yang terpadu untuk melakukan praktik pembiayaan. 

Kesenjangan konteks tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan manajerial 

bank syariah, tanpa indikator operasional yang mengintegrasikan prinsip ESG dengan 

maqāṣid, manajemen pembiayaan menghadapi kendala dalam menilai kelayakan proyek 
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dari perspektif syariah sekaligus keinginan, merancang sistem mitigasi risiko berbasis 

nilai, serta menyusun produk pembiayaan yang memenuhi ekspektasi pemangku 

kepentingan modern. Permasalahan ini semakin mendesak mengingat tekanan regulasi, 

tuntutan pasar terhadap produk berkelanjutan, serta tujuan nasional untuk mendorong 

pembiayaan transisi hijau. 

Dari sudut pandang metodologis, banyak penelitian empiris yang menguji dampak 

ESG terhadap kinerja bank atau menelaah maqāṣid dari perspektif teoritis, namun sedikit 

yang membangun indikator terukur atau model manajerial yang memfasilitasi 

pengoperasian kedua perspektif itu dalam proses penilaian pembiayaan, pengawasan 

internal, dan pelaporan (Anwar et al., 2025; Winarso, 2025). Ketiadaan model tersebut 

menghasilkan celah praktik di mana keputusan pemberian pembiayaan masih didominasi 

oleh metrik keuangan konvensional, sementara dimensi maqāṣid dan dampak sosial-

lingkungan cenderung diperlakukan sebagai addendum atau pemasaran. Kesenjangan ini 

menandakan perlunya penelitian yang menjembatani teori dan praktik melalui sintesis 

indikator yang aplikatif. 

Rumusan masalah yang mengemuka dari latar belakang ini adalah bagaimana 

merancang kerangka operasional yang mengintegrasikan ESG dan maqāṣid al-sharī’ah 

untuk meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan pada bank syariah. Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan menyajikan peta perkembangan konsep, 

mengidentifikasi hambatan konsep dan implementasi yang dihadapi industri, serta 

menawarkan arahan awal bagi penelitian indikator dan model manajerial yang dapat diuji 

lebih lanjut oleh peneliti dan praktisi. 

Secara ringkas, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menutup jurang 

antara norma dan praktik: memperkuat dasar empiris bagi pengembangan indikator 

integratif akan membantu regulator menyusun pedoman yang lebih aplikatif, membantu 

bank dalam merancang proses bisnis yang sejalan dengan tujuan syariah dan keinginan, 

serta menyediakan landasan bagi penelitian lanjutan yang menguji kerangka efektivitas 

dalam konteks pasar Indonesia. Penelitian yang dimulai pada literatur 2020–2025 dan 

bertujuan memberi kontribusi teoritis maupun praktis bagi upaya penguatan pembiayaan 

syariah yang berkelanjutan   

 

2. KAJIAN TEORI  

2.1 Environmental, Social, and Governance (ESG) : Konsep dan Evolusi 

Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah berevolusi dari 

sekadar instrumen etika perusahaan menjadi sistem penilaian komprehensif yang 

tertanam dalam strategi bisnis dan kebijakan investasi global. ESG berfungsi sebagai 

mekanisme evaluasi untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi mengelola 

aktivitasnya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, 

dan tata kelola yang transparan serta berintegritas. Dalam kerangka ini, aspek lingkungan 

(Environmental) berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, serta 

upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, aspek sosial (Social) menilai 

hubungan perusahaan dengan karyawan, konsumen, dan masyarakat di sekitar wilayah 

operasionalnya. Adapun aspek tata kelola (Governance) menitikberatkan pada 

akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan risiko korporasi (Damanik et al., 2025; Rismanto, 2024; Romero et al., 

2025). 

Peningkatan kesadaran global terhadap isu keberlanjutan mendorong lahirnya 

berbagai standar pelaporan ESG internasional yang dirancang untuk menciptakan 

konsistensi dan keterbandingan lintas yurisdiksi. Salah satu perkembangan paling penting 

adalah terbitnya IFRS S1 dan IFRS S2 oleh International Sustainability Standards Board 

(ISSB) di bawah naungan International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS S1 

menyediakan kerangka pengungkapan umum mengenai informasi keberlanjutan yang 
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relevan bagi pengambilan keputusan investor, sedangkan IFRS S2 berfokus pada 

pelaporan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Penerapan kedua standar ini 

menandai tonggak penting dalam sejarah pelaporan korporasi global, karena informasi 

keberlanjutan kini diakui setara dengan laporan keuangan tradisional dalam menilai 

kinerja dan prospek jangka panjang suatu entitas (Avi, 2022; Cojocaru & Mihăilă, 2024; 

Kamal, 2025). 

Dalam ranah investasi dan pembiayaan, ESG telah menjelma menjadi salah satu 

parameter utama dalam menilai kelayakan ekonomi dan etika suatu proyek atau institusi. 

Investor institusional, lembaga pembiayaan internasional, serta regulator pasar modal kini 

memandang kinerja ESG sebagai indikator penting dalam mengukur stabilitas dan 

prospek jangka panjang. Entitas yang menunjukkan kinerja ESG unggul dianggap lebih 

tangguh terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memiliki daya tarik tinggi 

bagi investor yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, ESG tidak 

hanya menjadi instrumen evaluasi moral, tetapi juga strategi bisnis dan investasi yang 

menentukan daya saing global di era ekonomi hijau (Dwiyandi, 2025; Tenorio-Salgueiro 

et al., 2025). 

 

2.2 Maqāṣid Al-Sharī‘Ah : dari Teori ke Aplikasi Kontemporer 

Konsep Maqāṣid al-sharī’ah menempati posisi sentral dalam epistemologi hukum 

dan ekonomi Islam. Secara etimologis, maqāṣid berarti “tujuan-tujuan” atau “maksud-

maksud” syariah, yang merujuk pada esensi hukum Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Gagasan ini secara 

sistematis dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya al-Muwāfaqāt, yang 

menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan 

lima unsur pokok kehidupan manusia, yang dikenal sebagai al-ḍarūriyyāt al-khamsah. 

Kelima pilar tersebut meliputi: perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal 

(ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Muttaqin et al., 2025; 

Ridwan et al., 2023; Ulah, 2023). 

Pemikiran maqāṣid kemudian dikembangkan oleh cendekiawan kontemporer 

seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Umer Chapra, yang menafsirkan maqāṣid 

secara lebih kontekstual dalam ranah ekonomi dan pembangunan. Chapra, misalnya, 

menghubungkan maqāṣid dengan teori kesejahteraan (welfare theory), dengan 

menekankan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah mencapai keseimbangan antara 

pertumbuhan material dan kesejahteraan spiritual. Dalam kerangka modern, maqāṣid 

tidak hanya berfungsi sebagai asas hukum, tetapi juga sebagai kerangka nilai (value 

framework) untuk kebijakan publik, tata kelola ekonomi, dan sistem keuangan (Anisa, 

2024; Hamdi et al., 2025). 

Reinterpretasi maqāṣid dalam konteks kontemporer memperluas fungsinya sebagai 

basis etika pembangunan berkelanjutan. Perlindungan agama dapat diartikan sebagai 

upaya menegakkan integritas dan etika dalam bisnis; perlindungan jiwa dan keturunan 

dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, kesehatan, dan lingkungan; perlindungan akal 

terkait dengan penguatan pendidikan dan inovasi; sedangkan perlindungan harta 

mencakup transparansi, keadilan distribusi, serta penghindaran eksploitasi ekonomi. 

Dengan demikian, maqāṣid bertransformasi dari teori hukum klasik menjadi kerangka 

komprehensif pembangunan manusia (human-centered sustainable development) yang 

relevan dengan tantangan global saat ini. 

 

2.3 Titik Temu ESG Dan Maqāṣid Shariah: Sebuah Sintesis Konseptual 

Secara filosofis, ESG dan Maqāṣid Shariah berangkat dari nilai dasar yang sama, 

yaitu tanggung jawab terhadap kehidupan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber 

daya. Perbedaan utamanya terletak pada fondasi normatif: ESG bersifat rasional dan 

pragmatis, sedangkan maqāṣid berakar pada wahyu dan nilai transendental. Meski 
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demikian, keduanya dapat dipadukan dalam kerangka etika keuangan berkelanjutan 

berbasis nilai (value-based sustainable finance), di mana ESG menyediakan instrumen 

pengukuran, dan maqāṣid memberikan arah moral serta tujuan kemaslahatan yang 

menjadi roh dari keberlanjutan itu sendiri. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian perpustakaan, yaitu 

sebuah metode yang seluruh proses pengumpulan data dan informasi bersumber dari 

bahan tertulis mulai dari literatur ilmiah hingga dokumen kebijakan dan publikasi resmi 

tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian 

bersifat konseptual dan normatif: menelaah integrasi ESG dengan maqāṣid al-Syarī’ah 

serta mendorongnya terhadap manajemen lembaga keuangan syariah (LKS). Dengan 

mengandalkan sumber tertulis, penelitian dapat mensintesis temuan teoritis, pedoman 

regulatif, dan melakukan praktik kelembagaan secara komprehensif untuk menjawab 

rumusan masalah. 

Sumber data yang digunakan meliputi berbagai jenis dokumen. Literatur ilmiah 

terdiri atas artikel jurnal peer-review, buku akademik, prosiding conference, dan laporan 

penelitian terkait isu ESG, keuangan Islam, maqāṣid al-Syarī’ah, serta manajemen LKS. 

Selain itu, analisis juga merujuk pada dokumen kebijakan dan regulasi resmi seperti fatwa 

DSN-MUI, standar IFSB, serta peraturan OJK tentang keuangan berkelanjutan dan 

pedoman pelaporan bagi perbankan syariah. Laporan institusi, termasuk laporan 

keberlanjutan dan laporan tahunan bank syariah, menjadi sumber empiris yang 

merangkum gambaran praktik. Penelusuran literatur dilakukan melalui database 

bereputasi dan sumber terbuka, yang ada di Google Scholar. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan strategi pencarian terfokus 

menggunakan kombinasi kata kunci seperti “ESG dan perbankan Islam”, “integrasi 

Maqasid al-Syarī’ah dan ESG”, “keuangan berkelanjutan syariah”, serta istilah terkait 

tata kelola dan keberlanjutan dalam konteks Islam. Rentang publikasi yang dibatasi pada 

periode 2020–2025 untuk memastikan relevansinya terhadap perkembangan kebijakan 

dan literatur terkini tentang ESG dan integrasinya dalam praktik syariah. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan analisis tematik. 

Setiap teks dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, 

kemudian diklasifikasikan ke dalam klaster tema seperti perspektif ESG dalam keuangan 

syariah, implementasi maqāṣid pada tata kelola lembaga, kebijakan keberlanjutan 

perbankan syariah, serta tantangan dan peluang bagi LKS. Langkah interpretasi membaca 

hubungan antar tema, sementara tahap sintesis merangkai temuan menjadi kerangka 

konsep yang menjelaskan bagaimana ESG dan maqāṣid saling melengkapi untuk 

memperkuat manajemen kemiskinan LKS. Hasil penelitian ini berupa sintesis teoritis dan 

rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model 

manajemen syariah yang lebih integratif. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL  

4.1.1 Perspektif ESG dalam Keuangan Syariah 

Sejak tahun 2020, diskusi mengenai Environmental, Social, and Governance (ESG) 

dalam ranah keuangan Islam mengalami perubahan makna dari sekedar alat reputasi 

menjadi komponen strategi yang menentukan akses modal, profil risiko, dan kinerja 

institusional jangka menengah hingga panjang. Pergeseran ini disebabkan oleh 

kombinasi tekanan regulator, preferensi investor yang semakin mengutamakan kriteria 

berkelanjutan, serta refleksi internal atas prinsip-prinsip etika yang melekat dalam tradisi 

syariah. Regulasi nasional yang mengarusutamakan keuangan berkelanjutan 

sebagaimana diformalkan dalam POJK No.51/POJK.03/2017 telah mempercepat proses 
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ini dengan mengubah ekspektasi pemenuhan menjadi ekspektasi kinerja yang dapat 

diukur (Mohd Zain et al., 2024; Nur’aeni & Widyasari, 2022; Pangaribuan & Idrianita, 

2024). 

Bukti empiris lintas-yurisdiksi, khususnya studi komparatif di kawasan Indonesia 

dan Malaysia, menunjukkan pola yang konsisten: entitas dengan label syariah cenderung 

menorehkan hasil yang lebih kuat pada dimensi lingkungan dan sosial dibandingkan rata-

rata pasar (Gati et al., 2024). Temuan ini dapat dimaknai sebagai manifestasi nilai-nilai 

syariah yang tekanan keseimbangan ekologis dan kemaslahatan sosial. Namun, 

hubungan kausal tidak selalu sederhana karena interaksi dengan ukuran entitas, 

segmentasi produk, dan konteks peraturan lokal. Salah satu kajian empiris mutakhir yang 

mengeksplorasi pengaruh label Islam terhadap skor ESG menemukan korelasi positif 

terutama pada indikator lingkungan dan sosial, sementara korelasi terhadap indikator tata 

kelola menunjukkan variasi yang lebih besar antar bank (Boudawara et al., 2023; Milena 

& Stefan, 2024). 

Analisis lebih kritis menggarisbawahi bahwa sinyal etis yang dibawa oleh label 

syariah tidak otomatis terjemah menjadi praktik tata kelola yang substantif. Kualitas tata 

kelola syariah termasuk komposisi dan kapabilitas Dewan Pengawas Syariah, 

mekanisme audit internal, dan fungsi independensi memainkan peran determinan dalam 

mengubah sinyal etik menjadi hasil pengelolaan risiko dan transparansi. Dengan 

demikian, penerapan ESG yang efektif menuntut upaya ganda: memperkuat kultur etis 

dan membangun infrastruktur manajerial yang memungkinkan pelaporan, pengukuran, 

dan perbaikan berkelanjutan (Amelia et al., 2024; Hendra et al., 2025). 

Dari perspektif kebijakan dan praktik, penerapannya jelas. LKS harus 

mengutamakan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan bukti empiris kinerja ESG 

melalui penguatan tata kelola internal, peningkatan kapabilitas pelaporan, dan penerapan 

indikator yang relevan dan dapat dijalankan. Bila tidak, terdapat risiko bahwa label 

syariah hanya akan berfungsi sebagai alat pemasaran tanpa dampak besar terhadap tata 

kelola dan keinginan jangka panjang. 

 

4.1.2 Implementasi Maqāṣid Pada Tata Kelola Lembaga (Pemetaan Konsep → 

Empiris) 

Kajian maqāṣid al-Syarī’ah telah berkembang menjadi kerangka normatif yang 

produktif untuk menafsirkan dan membenarkan agenda berkelanjutan dalam konteks 

lembaga keuangan Islam. Secara konsep, maqāṣid menyediakan peta tujuan etis 

pelestarian harta (hifz al-māl), nyawa dan kesejahteraan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), 

keturunan (hifz al-nasl), serta agama (hifz al-dīn) yang mudah diparalelkan dengan 

dimensi ESG. Literatur teori dan observasi sistematis menegaskan bahwa pemetaan ini 

bukan sekadar retorika, melainkan menawarkan legitimasi normatif yang diperlukan 

ketika lembaga syariah dihadapkan pada instrumen dan indikator kemiskinan modern 

(Nugroho, 2025; Soediro & Meutia, 2022). 

Namun, peralihan dari peta konteks ke indikator operasional menghadirkan 

tantangan metodologis yang substantif. Sebagian besar pengukuran ESG yang digunakan 

saat ini dikembangkan dalam konteks sekuler oleh penyedia skor komersial (mis. 

Bloomberg, MSCI, Refinitiv), sehingga tidak selalu menangkap dimensi maqāṣid yang 

khas, seperti tingkat kontribusi lembaga terhadap kemaslahatan komunitas atau memuat 

aspek keadilan distributif  (Amir-ud-Din, 2022; Nugroho, 2025; Yoga, 2025). Oleh karena 

itu, beberapa penelitian eksperimental mencoba merancang instrumen berbasis maqāṣid 

yang memasukkan variabel baru (mis. Indeks kemaslahatan komunitas, ukuran dampak 

pembiayaan) untuk meningkatkan validitas konstruksi. Temuan awal menunjukkan 

bahwa instrumen semacam itu dapat menambah pemahaman mendalam tentang kinerja 

etis lembaga, namun tetap memerlukan pengujian reliabilitas dan validitas yang lebih 

luas. 
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Secara praktis, pengembangan indikator maqāṣid-informed memerlukan dialog 

antara akademisi, regulator, dan praktisi keuangan untuk memastikan bahwa metrik baru 

tersebut dapat dioperasionalkan tanpa menunggu proses pelaporan. Ini mencakup 

standardisasi definisi, mekanisme verifikasi independen, dan integrasi ke dalam siklus 

audit internal. Tanpa upaya kolektif ini, adaptasi maqāṣid ke dalam praktik tata kelola 

cenderung stagnan pada tingkat teoritis dan tidak berimplikasi signifikan pada 

pengambilan keputusan pembiayaan. 

Oleh karena itu, rekomendasi penelitian dan kebijakan fokus pada pengembangan 

metodologi kuantitatif-kualitatif yang rigor untuk indikator maqāṣid, uji coba pada 

beberapa perwakilan LKS, serta pembentukan komite teknis yang melibatkan OJK/IFSB 

untuk menyusun implementasi pedoman yang dapat diadopsi secara nasional dan 

regional. Langkah-langkah penting ini agar maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai etika 

normatif, melainkan sebagai alat ukur yang dapat dipakai oleh auditor, regulator, dan 

pemangku kepentingan. 

 

4.1.3 Kebijakan Keberlanjutan Dan Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi nasional dan standar internasional telah berperan sebagai 

stimulus utama untuk integrasi ESG pada sektor keuangan. Di Indonesia, POJK 

No.51/POJK.03/2017 menandai titik transformatif karena menjadikan praktik berkunjung 

sebagai kewajiban formal bagi lembaga jasa keuangan, sementara organisasi standar 

internasional seperti IFSB terus mengemukakan pedoman agar praktik tersebut sesuai 

dengan karakteristik IFI. Dampak regulasi terlihat dalam peningkatan jumlah laporan 

keberlanjutan dan perhatian perusahaan terhadap pengelolaan risiko non-keuangan. 

Namun, regulasinya sendiri tidak secara otomatis menghilangkan kekeliruan 

implementasinya(Sinulingga et al., 2025; Siti Zahiroh & M. Yunus Abu Bakar, 2025; 

Tenorio-Salgueiro et al., 2025) 

Analisis empiris mengungkap pola yang berulang: banyak LKS dapat memenuhi 

kewajiban administratif (publikasi laporan, pernyataan kebijakan), tetapi proporsi 

pembiayaan yang mencakup proyek berkelanjutan atau hijau tetap rendah. Hal ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi jarak antara pemenuhan formal dan 

transformasi substantif aktivitas bisnis. Faktor-faktor yang memediasi gap ini meliputi 

keterbatasan kapasitas SDM, keterbatasan data dan infrastruktur TI untuk pelaporan ESG, 

serta lemahnya insentif ekonomi yang jelas untuk menyalurkan pembiayaan portofolio. 

IFSB dan studi kebijakan terkait menekankan bahwa penyempurnaan kerangka 

regulasi harus disertai dengan pendukung kebijakan: standarisasi indikator yang sensitif 

terhadap karakter IFI, peningkatan audit kapabilitas, mekanisme verifikasi independen, 

serta instrumen insentif fiskal/keuangan untuk pembiayaan hijau. Peran OJK dan lembaga 

internasional sangat krusial. Harmonisasi kebijakan antara regulasi domestik dan standar 

global akan meminimalkan friksi pelaksanaan dan memaksimalkan izin pelaporan LKS 

pada mata investor internasional (Alhejaili, 2024; Kamil et al., 2019; Kartiko et al., 2024). 

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus melampaui kewajiban administratif 

dan mengarusutamakan mekanisme operasional misalnya, persyaratan porsi minimum 

portofolio hijau untuk bank syariah, dukungan pendanaan sekunder untuk proyek 

berkelanjutan, dan program pendanaan ulang (refinancing) berdasar kriteria ESG yang 

disesuaikan dengan maqāṣid. Kombinasi regulasi yang tegas dan insentif yang mampu 

akan memperkecil kesenjangan antara publikasi dan praktik nyata. 

 

4.1.4 Tantangan & Peluang Bagi Lks: Literasi, Digitalisasi, Kompetisi, Dan Pasar 

Tantangan struktural yang menghambat integrasi ESG pada LKS bersifat 

multifaset. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah relatif rendah sebuah hambatan 

permintaan yang menghalangi penetrasi produk yang berkepentingan. Rendahnya literasi 

mengurangi kemampuan nasabah untuk menilai manfaat relatif produk ESG-syariah dan 
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menurunkan insentif pasar bagi LKS untuk mengalokasikan sumber daya pada lini 

produk baru. Oleh karena itu, peningkatan literasi harus menjadi bagian integral dari 

implementasi strategi ESG (Sakum et al., 2024). 

Kedua, transformasi digital tampil sebagai tantangan sekaligus peluang. 

Kesenjangan teknologi dan kapabilitas data menurunkan akurasi pengukuran dan 

pelaporan ESG. Namun, penerapan solusi digital (mis. Big Data Analytics, platform 

pembiayaan peer-to-peer syariah) dapat mempercepat inklusi finansial dan menurunkan 

biaya verifikasi dampak sosial-lingkungan. Kolaborasi antara LKS dan ekosistem fintech 

syariah membuka kemungkinan inovasi produk (mis. Skema pembiayaan mikro-hijau 

untuk UMKM) yang sebelumnya tidak ekonomis (Ceasario & Nisa, 2025; Winarni & 

Akbar, 2025). 

Ketiga, persaingan dengan bank konvensional mengharuskan LKS memilih strategi 

pendekatan: memperkuat diferensiasi berbasis nilai (maqāṣid) dan memanfaatkan 

keunggulan reputasi etis untuk menarik segmen pasar yang peduli akan keberlanjutan 

terutama generasi muda yang menunjukkan preferensi kuat terhadap lembaga beretika. 

Survei global menunjukkan bahwa investor ritel dan institusi semakin 

mempertimbangkan aspek ESG dalam keputusan alokasi modal bagi LKS, ini merupakan 

peluang untuk merebut basis investor dan nasabah yang sejalan dengan nilai syariah (de 

putra, 2023). 

Secara sintesis, strategi yang efektif harus bersifat multi-layer: program edukasi 

terpadu (menggabungkan OJK, LKS, dan komunitas), investasi pada infrastruktur digital 

dan kapabilitas data, serta pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan 

UMKM dan segmen pasar lokal. Hanya melalui pendekatan sistemik yang menyelaraskan 

permintaan, pasokan, dan regulasi LKS dapat memaksimalkan peluang sekaligus 

meminimalkan risiko yang timbul dari transformasi ekosistem keuangan. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Perspektif ESG: Makna, Dinamika, dan Konsekuensi Strategis. 

Secara interpretatif, pergeseran ESG dari “pilihan reputasi” menjadi strategi 

variabel yang mencerminkan dua proses secara simultan: (1) tekanan eksternal regulator, 

investor, dan pasar menuntut akuntabilitas non-keuangan; dan (2) internalisasi nilai-nilai 

syariah yang mendorong orientasi pada kemaslahatan yang naturalnya beririsan dengan 

ESG. Namun transformasi ini bersifat asimetris: dimensi lingkungan dan sosial relatif 

cepat mengalami internalisasi karena sejalan dengan narasi maqāṣid, sementara dimensi 

Governance memerlukan reformasi struktural yang lebih mendalam (mis. independensi 

Dewan Pengawas Syariah, fungsi yang terkandung di dalamnya). Oleh karena itu, label 

syariah berfungsi sebagai sinyal etis tetapi realisasi manfaatnya sangat bergantung pada 

infrastruktur tata kelola dan kapasitas pengukuran. 

Analisis kualitatif menunjuk pada dua konsekuensi penting: pertama, keberhasilan 

ESG di LKS bukan hanya teknis (laporan, skor), melainkan juga kultural perlu perubahan 

praktik manajerial dan nilai organisasi; kedua, investor dan regulator cenderung menilai 

kerusakan melalui bukti operasional (alokasi portofolio, kebijakan kredit), bukan hanya 

pernyataan publik. 

 

4.2.2 Maqāṣid sebagai jembatan normatif: potensi dan masalah operasionalisasi 

Maqāṣid menyediakan peta etis yang mudah diterjemahkan secara kontekstual ke 

dalam tujuan-tujuan ESG (perlindungan harta → tata kelola; perlindungan jiwa & 

lingkungan → sosial/lingkungan; pelestarian akal → literasi). Namun dari perspektif 

metodologis, transisi dari kerangka normatif ke metrik operasional tampilan kesenjangan 

validitas : indikator ESG komersial seringkali tidak menangkap nilai-nilai khas maqāṣid 

(mis. ukuran kemaslahatan komunitas). Interpretasi kualitatif menekankan perlunya 

“terjemahan budaya” suatu proses kolaboratif antara ilmuwan, regulator, dan praktisi 
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untuk mendesain indikator yang responsif pada nilai syariah tanpa mengorbankan 

kebutuhan verifikasi dan komparabilitas. 

 

4.2.3 Regulasi: pendorong yang perlu diikuti dengan kemampuan operasional 

Regulasi (POJK dan pedoman internasional) berfungsi sebagai katalisator yang 

mengubah organisasi insentif. Namun data literatur menunjukkan regulasi memicu 

dipenuhinya laporan resmi (publikasi laporan) tanpa pengaruh langsung terhadap 

perubahan alokasi bisnis. Interpretasi kualitatif menunjuk pada perlunya kebijakan yang 

bersifat pemberdayaan bukan sekedar preskriptif melalui dukungan kapasitas, insentif 

fiskal, dan mekanisme pemantauan/verifikasi yang realistis untuk LKS. Regulasi efektif 

bila disertai implementasi program, pelatihan, dan fasilitas teknis. 

 

4.2.4 Tantangan & Peluang: penyediaan ekosistem dan teknologi 

Rendahnya literasi syariah menurunkan permintaan terhadap produk ESG, sehingga 

LKS menghadapi dilema investasi awal pada produk hijau yang belum teruji di pasar 

domestik. Namun digitalisasi dan fintech membuka jalur distribusi dan model risiko 

alternatif yang dapat menurunkan biaya intermediasi dan mempercepat dampak 

verifikasi. Dari sisi interpretasi, solusi efektif harus bersifat sistemik, meningkatkan 

literasi untuk menciptakan permintaan, membangun kapabilitas pasokan (SDM, model 

risiko), serta memanfaatkan teknologi untuk menutup kesenjangan informasi dan 

verifikasi. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis tematik yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting 

yang muncul secara konsisten dari berbagai literatur dan hasil pembahasan. Pertama, 

penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di lembaga keuangan syariah 

(LKS) berkembang sangat cepat setelah tahun 2020. Percepatan ini terutama didorong 

oleh adanya regulasi seperti POJK 51/2017, tuntutan pasar, serta meningkatnya minat 

generasi muda terhadap lembaga yang memiliki komitmen etis dan berkelanjutan. 

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara skor ESG dan 

stabilitas kinerja bank syariah ditandai dengan menurunnya rasio pembiayaan 

bermasalah dan meningkatnya efisiensi. Namun aspek tata kelola masih menunjukkan 

perbedaan kualitas antarlembaga sehingga belum sepenuhnya merata. 

Kedua, maqāṣid al-Syarī’ah terbukti selaras dengan nilai dan tujuan ESG. Hal ini 

menjadikan maqāṣid berperan sebagai landasan etika yang kuat bagi praktik 

berkeinginan di sektor keuangan syariah. Meski demikian, tantangan muncul ketika 

nilai-nilai maqāṣid harus diterjemahkan menjadi indikator yang terukur. Banyak metrik 

ESG komersial belum dapat mencerminkan dimensi maqāṣid secara menyeluruh, 

sehingga diperlukan pengembangan indikator berbasis maqāṣid yang lebih sesuai dengan 

konteks syariah dan relevan untuk praktik manajerial. 

Ketiga meskipun regulasi sudah mendorong peningkatan jumlah kelaparan, 

kemampuan lembaga dalam menerapkan ESG secara substantif masih belum optimal. 

Implementasi ESG khususnya untuk pembiayaan hijau dan peningkatan kualitas tata 

kelola seringkali terhambat oleh rendahnya literasi syariah, keterbatasan infrastruktur 

data, dan persaingan ketat dari bank konvensional yang lebih mapan. Di sisi lain, terdapat 

peluang besar yang bisa dimanfaatkan, seperti digitalisasi layanan keuangan, kolaborasi 

dengan fintech, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan 

syariah yang berorientasi pada nilai dan keinginan. 

Dari sisi kontribusi teoritis , penelitian ini memperkuat pandangan bahwa integrasi 

ESG dan maqāṣid dapat menjadi model keinginan yang lebih menyeluruh dan khas 

Islami melampaui pendekatan yang hanya fokus pada pemenuhan teknis. Penelitian ini 
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juga menegaskan urgensi pengembangan indikator ESG berbasis maqāṣid agar 

pengukuran kinerja LKS lebih mencerminkan nilai-nilai syariah secara autentik. 

Secara praktis, penerapan ESG membutuhkan kerja sama berbagai pihak. OJK perlu 

menetapkan standar ESG-Syariah yang lebih jelas dan menyediakan program 

peningkatan kapasitas. DSN-MUI dan DPS perlu memperkuat maqāṣid integrasi dalam 

tata kelola lembaga. LKS juga harus mulai menginternalisasikan ESG ke dalam 

kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan indikator kinerja manajemen. Sementara 

itu, investor dan pelaku pasar diharapkan mulai menggunakan indikator ESG maqāṣid 

sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Sebagai penutup, penelitian ini mendorong adanya tindakan nyata dari seluruh 

pemangku kepentingan. Regulator perlu bergerak dari sekadar menuju pengaturan untuk 

memastikan kualitas implementasi. Industri harus beralih dari fokus pada pelaporan 

transformasi manajerial yang lebih mendalam. Lembaga keuangan syariah harus 

menjadikan ESG–maqāṣid bukan sekedar slogan, tetapi motor penggerak strategi jangka 

panjang. Tanpa komitmen kolektif ini, potensi ESG untuk memperkuat dan memajukan 

industri keuangan syariah tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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